PENGETAHUAN USANG YANG BELUM TERPAKAL
Akibat Kerusakan Hutan Bagi Perckonomian dan
Kesejahteraan Masyarakat serta Akar Masalahnya'

Hariadi Kartodihardjo?

1. PENDAHULUAN

1.1.

Peran ganda hutan bagi umat manusia dapal berupa manfaal ekonomi secara
langsung maupun fungsinya untuk menjaga dava dukung lingkungan. Namun
demikian keberadaan seluruh manfaal dan f{ungsi hutan terletak pada berdirinva
tegakan (standing stock). Secara ekonomi nilai manfaal langsung, dari penebangan kayu
hanya memberi peran 5%-7% dari seluruh manfaat hutan (Darusman, 1999;
Simangunsong, 2003). Fungsi hulan sebagai dayva dukung lingkungan justru memberi
peran lebih besar, anlara 93% - 95%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan
hulan bukan hanva terkail dengan manfaat bagi pemilik dan/atau pengelolanva,
tetapi juga bagi masyarakat sekitar, wilayvah, nasional bahkan global.

Hampir 70% daratan di Indonesia berupa kawasan hutan negara, vang, pengelolaannva
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan manfaat,
fungsi maupun penguasaan hulan di Indonesia lersebut, kerusakan hulan mempunyai
implikasi sangal luas. Dampak kerusakan hutan bagi perekonomian hanyalah bagian
kecil dari tolal dampak yang sebenarnya. Mengukur dampak kerusakan hutan hanva
bagi perekonomian secara agregal, dengan demikian, dapal menyesatkan pikiran.
Karena besar kecilnya dampak ekonomi tidak mencerminkan seluruh dampak yang
terjadi.

Apabila ditelusur ke belakang, kerusakan hutan mempunyai hubungan langsung,
dengan masalah-masalah penguasaannya, penvelengparaan pemerintahan, alokasi
manfaal hulan, peran serta masyarakat, efisiensi industri kehutanan, serta kebijakan
tataniaga dan perdagangannya. Mengendalikan kerusakan hutan, dengan demikian,
bukan hanya memerlukan ragam pengelahuan tetapi juga (erdapat lembayga
penvelenggara kehulanan yang sanggup mencernanya. Bahan diskusi ini mencoba
untuk mengpeksplorasi hal-hal tersebul.

2. DAMPAK KERUSAKAN HUTAN

2.1

Berkurangnya potensi kayu dan tutupan hutan di Indonesia bukan hanya telah
menurunkan peran ekonomi nasional, telapi juga telah menyebabkan bencana alam.
Sekedar ilustrasi, Gambar 1. menunjukkan berkurangnva tutupan hutan di Riau, dan
dalam lima tahun terakhir Riau telah mengalami bencana banjir di berbagai tempat.
Gambar 2. menunjukkan luas kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi
sebagai lokast pertambangan. Sebagal akibatnya, bencana alam, baik berupa longsor
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2.3.

dan/atau banjir serta kekeringan telah pula terjadi di hampir seluruh propinsi di
Indonesia. Gambar 3. dan Gambar 4. menunjukkan kenvataan tersebut.

Banjir dan longsor kini

GAMBAR 1. KONDISI TUTUPAN LAHAN HUTAN DI PROPINSI RIAU
TAHUN 1990, 1997, 2002 DAN PERKIRAAN OI TAHUN 2015

Sumber - WWF 2003

telah rutin dan menyebar
di seluruh Indonesia. Da-
lam tahun 2003 saja, te-lah
terjadi 236 kali banjir di
136 kabupaten dan 26
propinsi, disamping itu
jupa terjadi 111 kejadian
longsor di 48 kabupaten
dan 13 propinsi. Dalam
tahun vang sama tercatat
78 kejadian kekeringan
vang, tersebar di 11 Pro-
pinsi dan 36 Kabupaten
(KLH, 2004). Dalam perio-
de itu juga, 19 propinsi

Tutupan Lahan Hutan, 1990: 63%

Tutupan Lahan Hutan, 1997: 41%

lahan sawahnva terendam
banjir, 263.071 lla sawah
terendam dan gapal pa-
nen, serta 66.838 Ha sa-
wah puso.

Fakta-fakta di atas me-

nunjukkan betapa sumberdaya hutan yang dikuasai negara telah dimanfaatkan
dengan tanpa memperhatikan daya dukungnya. [roninya, manfaat ekonomi dengan
mengorbankan kerusakan sumberdaya alam dan dava dukung lingkungan, tidak dida-

va-gunakan unluk me-
ningkatkan kapasitas ke-
lembagaan dan kesejah-
leraan masvarakal. Ma-
syarakal yang ikut-serla
melakukan perusakan
sumberdaya hutan seba-
gian besar karena men-
jadi bagian dari tangan-
langan pelaku kebijakan
ekonomi yang, lidak adil
ladi  maupun kepiatan-
kegiatan illegal, tanpa ada
sualu pilihan yang,

GAMBAR 2
KOMPOSIS! LUAS USULAN 18 PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN

234,220 Ha 51,830 Ha

94,360 Ha

84,120 Ha § 634.740 Ha

357,160 Ha

DOKSAKPA BHL THIPT OHE BHPK ONon Hutan
Sumber: Deptut, 2003

memungkinkan untuk memanfaatkan sumberdava alam dengan cara dan
pengetahuan lokal yang lebih bijaksana. Sementara itu upaya-upaya yang telah

dilakukan untuk mendapatkan kepastian hak bagi masyarakal lokal atas hutan dan

lahan, baik vang dilakukan oleh lembaga non pemerintah maupun oleh pemerintah
sendiri yang bekerjasama dengan negara lain, tidak mengalami kemajuan.



2.5.

GAMBAR 3.

JUMLAH KEJADIAN BANJIR DAN KAB/KOTA TERKENA BANJIR, 2003.
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Sumber Kanlor KLEL 2004
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Dalam 10 tahun terakhir kerusakan hutan di Indonesia lercatat 1,8 jula per lahun,

namun dalam 4 tahun lerakhir kerusakan hutan tersebut menjadi 3,4 juta per tahun.
Dari data Dephut (2004) ditunjukkan bahwa seluruh kawasan hutan negara seluas 120,
6 juta Ha, kini hulan primer seluas 65,3 jula Ha (54%), hulan sekunder 29,3 juta Ha

(24%), tidak lagi berhutan
seluas 23,6 jula Ha (20%),
sedangkan untuk hutan ta-
naman seluas 2,5 juta lla
(2%). NRMP (2004) meng-
hitung total nilai standing
stock seluruh kawasan hutan
negara lersebul sebesar 58
jula US $. Kerusakan hutan
telah becpengarub terhadap
penverapan lenaga kerja,
pendapalan pemerintah dari
usaha kehulanan, ekspor
hasil hulan, serta hilangnya
jasa bagi lingkungan.

Selama periode 1990-2002

o]

GAMBAR 4. KEJADIAN BENCANA PER BULAN TAHUN 2003

=& Banjir
Y ongsor
=edee Kokeringan

Sumber
Kantor K1 HL 2004

juga telah terjadi perubahan peran industri hasil hutan. Peran kayu lapis masih
dominan, yaitu sekitar 48% dari seluruh nilai ekspor hasil hutan. Namun mulai tahun

2000 peran kayu lapis lelah digantikan oleh nilai ekspor kertas dan bahan-bahan dari
kertas. Peran nilai ekspor produk-produk hasil hutan pada tahun 1990 sebesar 29%
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2.6.

(3.453 jula USS) dari seklor industri dan berkurang menjadi 14% (5.349 jula US$) di
tahun 2002. Pendapatan pemerintah dari Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hulan
dan luran Hak Pengusahaan Hulan di tahun 1997 sebesar 682 jula USS menurun
menjadi 303 juta US$ di

tahun  2002.  Penda- 4,500

patan pemetintah dari 4,000

seklor kehutlanan lerse- 3,500

bul pada tahun 1997 3,000

sebesar 2,4% dari lolal § 2,500

pendapatan industri % 2,000

nasjonal diluar minvak 1,500

dan pas, dan menjadi 1,000

1% di tahun 2002. Tena- 500 |- o o

pa kerja vang diserap 0 e _
dari kegialan pemba- 93 94 95 9% 97 98 9% 00 01 02

ngunan hutan tanaman,
hutan alam, pabrik
kayu lapis, penggerga- Gambar 5. Perkembangan Nilai Nominal Ekspor Produk Industri Hasil Hutan
jlan, serla pulp dan
Kertas sebanvak 389.000
orang, di lahun 1997 menjadi 362.000 orang di lahun 2002, DDalam Gambar 5

Plywood Sawnwood — — Others - - - - Paper & Paper Goods

ditunjukkan perkembangan nilai ekspor produksi hasil hutan.

Dengan  cepalnva  perubahan lingkungan stralegis, internal maupun eksternal,
diperlukan refleksi kebijakan penvelenggaraan kchutanan vang diarahkan pula untuk
menunjuk akar masalah  pembangunan  kehutanan  selama ini.  Daripadanva
diharapkan dapat leridentifikasi laklor-faktor vang menjadi pencnlu penurunan
Kinerja usaha kehutanan, serta dapal dirumuskan visi dan arah kebijakan pemulihan
usaha kehulanan.

3. REALITAS DI BALIK KERUSAKAN HUTAN

3.1

3.2,

Pengelolaan hutan negara selama ini didasarkan pada ketimpangan alokasi manfaat.
Data DeplTut tahun 2001 menunjukkan bahwa alokasi manfaal hutan negara bagi
masvarakal vang tinggal di dalam dan di sckitar hutan hanya sekitar L% dari luas
hulan produksi. Situasi demikian menjadi salah satu penyebab kurangnya dukungan
masyarakal terhadap upaya mempertahankan kelestarian hutan negara. Sejak tahun
1997 di lapangan terjadi banyak konflik penggunaan lahan, sementara itu juga
terdapatl masalah-malasah hubungan pemerintahan terulama antara pemerintah pusat
dan daerah dalam pengelolaan hutan. Misalnya konflik yang tercatal di wilayah kerja
PT Inhulani saja, selama periode 1997-2001, berjumlah 228 konflik (Kartodihardjo dan
Supriono, 2002).

Kondist di lapangan  berikut  menunjukkan  buruknva situasi  institusional
pemerintahan yang menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis tidak lagi mampu
mendorong, perubahan. Pertama, hubungan institusional pemeritahan saal ini belum
mampu mewujudkan kesamaan langkah bagaimana hutan produksi dikelola dan
dikendalikan produksinya. Meskipun banyak HPH yang tidak lagi beroperasi, tidak
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berarti bahwa produksi kayu bulat dari hutan alam produksi menurun secara drastis,
karcna kavu-kavu  produksi HPH vang diperlukan oleh industri  perkayuan
disubstitusi dari ijin penebangan yang diterbitkan oleh bupati-bupati, ijin pemanfaatan
kayu/IPK, maupun pencbangan illegal yang terjadi hampir di seluruh Indonesia
(Tabel 1).

Tabel 1. Prosentase Kavu Bulatl dari sumber-sumber [jin Bupali dan
Lelang vang dikonsumsi Industri Perkayuan

Share (%)
2002 2003

RENCANA REALISASI | RENCANA | REALISAS! |
Indonesia 25.1 301 24.7 4.5
| Sumatera 251 233 224 37.4
Kalimantan 25.0 454 29.4 52.8
Jawa 33.4 47.3 29.9 40.0
Sulawesi 2.8 233 26.0 411
i Maluku 27.4 48.6 53.2 70.6
Papua | 16 22 25 76 |
Sumber: Diolah dari berbagai sumber. iermasuk dari Laporan RPBE 2002 dan

2003.
Keterangan: [jin Bupati dalam bentuk IPKKL IPKHL IPKHPL IPKTM IPHKm.

HPHE IKeeil: KUDCV Yavasan UD P L.
Angka-angka dalam Tabel 1. menunjukkan bahwa secara nasional produksi kayu
vang dikonsumsi industri perkayuan lebih dari 40% berasal dari ijin-}jin Bupati scrla
lelang dari penangkapan illegul logging, vangmana kedua sumber ini sebenarnva tidak
dapat dikontrol Departemen Kehutanan. Di lapangan, produksi ini dapal diambil dari
kawasan hutan yang masih dikelola oleh HPH, bahkan dilakukan di hatan lindung,
maupun kawasan konservasi.

Kedua, usaha kehutanan telah lama bergelul dengan ekonomi biaya linggi yang
terhitung sebagai biaya Lransaksi sebesar 12%-13% dari biaya total produksi per m3
(Tabel 2). Disamping itu, pungulan resmi vang dibayar juga ditambah dengan
pungutan-pungulan vang, dilakukan oleh Pemda dan masyarakat, sehingga
mengambil porsi antara 37%-46% dari total biava produksi per m3.

Tabel 2. Biaya Produksi dan Transaksi Pengusahaan Hutan Alam, 2003

Komposisi Biaya Per M3 ( dalam %)
Riau Kaltim Sulteng Papua

Biaya Produksi 44 4 44 51

Biaya Transaksi 12 13 13 12

Biaya Sebelum 56 54 57 63
Pungutan Resmi

Pungutan Resmi 44 46 43 37
Jumlah Biaya 100 100 100 100 ‘

Sumber: Mardiprivono (2001)
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3.5.

Ketiga, implikasi dari kelidak-pastian
kebijakan pengelolaan hulan serla

Papua
lingginya biava lransaksi yang harus
ditanggung oleh usaha kehulanan,
lelah  mengakibaltkan bangkrulnva Maluk
usaha HPH. Dalam Gambar 6.
ditunjukkan bahwa dari tahun 1998 Sulawesi

sampai April 2004, jumlah HPH yang,
tidak beroperasi per tahun rata-rala 35 kalimantan
perusahaan. Namun demikian,
kebangkrutan tersebul tidak dapat

Sumalera
dilihat sebagai [enomena lima tahun
belakangan ini. Perhilungan untuk 0 5 10 15
mengelahui produksi kayu bulal yang, Sumber: Dephiut. berbagar tahun
tidak dilaporkan dari tahun 1977 Gambar 6. Jumlah HPH Tidak Beroperasi
sampai  lahun 1998  menunjukkan Per Tahun (98 -'04)

bahwa selama periode tersebul rala-rala produksi kavu bulat dari HPH yang tidak
dilaporkan sebesar 12,8 jula m3 per lahun (Kartodihardjo, 2002). Realilas lersebul
menunjukkan bahwa pengusaha HPH sendiri juga telah melakukan pengurasan
sumberdaya hutan melebihi jatah tebangan yang diletapkan pemerinlah cukup lama,
sehingga menyebabkan kebangkrulannya saal ini. Akibal kondisi-kondisi di alas,
sampai Maret 2004, HPH/IUPHHK vang masih aklil mengelola hulan produksi
tinggal seluas 15,1 jula Ha atau sebesar 26% dari seluruh hutan produksi HPH vang
masih aklif tersebul berjumlah 185 unit alau 47% dari jumlah HPH yang beroperasi di
bulan Marel 1998.

Keempat, lerdapal situasi yang sungguh lidak masuk akal, misalnya dalam
pelaksanaan kebijakan soff lunding oleh Deparlemen Kehulanan dengan mengurang,i
jatah  produksi lahunan (JPT) bagi para pemegang HPH. Kebijakan ini semula
ditentang banvak pengusaha, lermasuk pemerintah daerah dengan alasan antara lain
akan menambah tingkat kebrangkutan industri perkavuan vang akan meingkatkan
pengangguran. Namun, fakla bicara lain, bahwa ketika |JPPI' diturunkan, realisasi
produksi kavu justru lebih kecil daripada JP'T tersebul (Tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan JPT dengan Kapasilas Industri

Jatah Tebang Tahunan (JPT, m3/th) % Perbandingan antara Kapasitas
Terpasang Industri dgn :

Tahun Rencana (m’) | Realisasi (m3) | Realisasi JPT Rencana JPT
2002 8.615.638 3.238.060 9.86
2003 6.892.509 2.657.371 8,09
2004 5.743.759 - - 1748
2005 5456571 16,62

Apabila realisasi produksi yang dilaporkan di atas benar, maka industri perkayuan
hanva dapal memanfaalkan kapasilas lerpasangnva sebesar 9,86% di tahuan 2002 dan
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8,09% di tahun 2003. Apabila hal ini kenyataannya, pastilah akan banyak gejolak sosial.
Namun demikian, gejolak sosial seperti itu tidak ada. Maka vang dapat dikemukakan
adalah bahwa kebijakan soft landing tersebut tidak Dberjalan, dan balhikan kontra
produktif, karena dengan semakin kecilnyva jumlah kavu vang dilaporkan, semakin
kecil pula pendapatan pemerintah dari DR dan PSDH. Kebijakan tersebut justru
menambah kavu illegnl yvang beredar sebagai bahan baku industri. Apabila diukur
hanya dari konsumsi 80% kapasilas terpasang industri perkayuan nasional, maka
besarnya illegal log pada tahun 2002 sebesar 25,9 juta m3 dan tahun 2003 sebesar 26,3
juta m3. Artinva pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari DR dan PSDH
sejumdah 599,44 juta US $ di tahun 2002 dan 568,08 juta USS di tahun 2003.

(8]
—

Di lapangan, sisa kuola dapat "diperdagangkan” oleh Pemda dengan memberikan ijin
pemanfaatan kavu dengan berbagai bentuk. Sementara itu HPH tetap berproduksi
sebagaimana inveslasi dan peralatan vang tersedia di lapangan. Dalam hal ini HIPH
tidak menggunakan batasan produksi sebagaimana yang, telah ditetapkan pemerintah.
Kenyataan demikian inj dapat divakini karena dengan berjalannva batasan produksi
oleh pemerintah tidak mengakibatkan kenaikan harga kavu®.

4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Kerangka Pendckatan: SSBP

4.1. Secara sederhana kebijakan dapal diartikan scbagai “resep” untuk mengalasi suatu
persoalan nyala, sehingpa kinerja yang diharapkan tidak dapat tercapai. Dengan
demikian hal perlama vang, dihadapi para penentu kebijakan adalah bagaimana
mereka dapal menemukan masalah yvang benar-benar sebagai masalah, atau akar
masalah - dan bukan sympton dari suatu masalah, agar “resep” vang dirumuskan dan
dijalankan dapat benar-benar mendatangkan perubahan nyata untuk meningkatkan
kinerja. Oleh karena itu kebijakan yang baik dapal dicirikan oleh kemampuannya
untuk mendatangkan perubahan.

4.2, Kebijakan vang, baik bukanlah kebijakan yang bunvinva lepat/baik, atau kebijakan
vang, secara normalil baik. Maka, tidak dapat dikatakan kebijakannya baik tetapi
pelaksanaannya buruk. Kebijakan yang, baik adalah kebijakan yang dapat
dilaksanakan, mendatangkan perubahan, dan memperbaiki kinerja sebagaimana yang,
diinginkan. Kebijakan vang bunyvinya tepat/baik tetapi tidak berjalan adalah tipce
kebijakan vang dirumuskan ditengah-tengah situasit vang tidak tepat; dengan kata
lain, situasi tersebut tidak menjadi pertimbangan pada saal kebijakan dirumuskan.

Kenaikan harga kayu bulat dari hutan alam masih dipengaruhi oleh alasan Klasik. vaitu kelangkaannya akibat
sulitnva transportasi melalui sungai. Hal ini disebabkan musim kemarau. Selama periode diterapkannya
kebijakan pembatasan produksi. harga kayu bulat tidak beranjak naik. Penjelasan ini diberikan oleh seorang
pengusahia HPIH di Jakarta, tel 30 Juli 20041,

" Dalam policy analvsis, kata “situasi™ mempunyai makna khusus. Yaitu keadaan yvang selama periode kebijakan
terscbut berjalan. keadaan tersebut tidok berubah atau dianggap tidak berubah. Misalnya. kondisi pemerintahan
vang korup. anggaran biaya yang cair tidak tepat waktu. hutan yang mempunyat sitat open access. adalah suatu
situasi vang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan  yang biasanya beyupa strategr yang telah heilt
in dalam kebijakan tersebut. Situasi adalah fakta. sehingga tidak dapat diasimsikan tidak terjadi. Situasi saat ini.
misainya. mencabut IUPHHK vang buruk kinerjanya sekalipun justru akan merusak hatan, Karena sifat open
access dari hutan. Membuat kebijakan yang sangat panjang rantainya serta vang diasumsikan berjalan hanya jika
penuawasannya berjalan. juga akan gagal. karena situasinya tidak mendukung.



4.4,

Kondisi inilah vang nampak paling banvak terjadi dalam perumusan peraturan, dalam
hal ini SK Menteri. Mengapa sebagian besar SK-SK Menteri Kehutanan tidak berjalan,
karena tidak dipertimbangkannva sejumlah situasi penting, sewaktu SK-SK tersebut
dirumuskan.

Tiga faktor vang membentuk situasi dan sevogvanva dipertimbangkan dalam
pembuatan kebijakan kehutanan adalah:

¢ Hutan - khususnva hulan negara - secara de fucto mempunyai sifat open access.
Dikatakan de facto, karena secara de jure, hutan negara ada penguasanya, yaitu
pemerintah. Open access adalah sifat sumberdaya vang dalam hal ini seolah-olah
tanpa pemilik. Implikasi dari situasi openr access int adalah perlunya sikap kehati-
hatian dalam memutuskan pencabutan suatu ijin atau hak kelola, sebelum adanya
kepastian siapa yang, akan mendapat ijin atau hak kelola berikutnva. Bentuk sangsi
administrasi tertentu dapat mewujudkan open access hutan, sehingpa sangsi vang,
dijatuhkan justru dapal membawa dampak buruk yaitu semakin meningkatkan
laju kerusakan hutan;

* Siluasi pemerintahan vang, tidak solid, baik hubungan pusal - daerah maupun

antar sektor, hubungan legislatif dan cksekutif, serta lemahnva peran legislatil

vang scmestinya menjalankan mandat pelaksanaan kontrol terhadap jalannya
pembangunan adalal: sejumlah situasi vang, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan
besar kemungkinan tidak berubah;

e Norma pengambilan keputusan oleh setiap pelaku. Pengambilan kepulusan oleh
pengusaha adalah bagaimana keuntungan diperoleh. Masyarakat sangat
dipengaruhi oleh batasan anggaran (biulget constrain) vang, dipunyai. Dalam balas
tertentu (alau semestinya) sikap legislatil sangat tergantung dari masyarakat
pemilihnva. Norma ini mempunyai peran dalam menanggapi suatu ”perintah”
vang, dipesankan oleh suatu peraluran sebagai suatu bentuk kebijakan. Oleh
karena ilu yang "diperangi” oleh kebijakan adalah kejahatan dan pengingkaran
(moral hazard), tetapi kebijakan tidak dapal melawan norma vang dianul para
pelaku yang diharapkan berubah perilakunva, agar lertuju kepada tujuan yang,
telah ditetapkan.

Kebijakan apapun vang tlidak diposisikan untuk dapat berjalan di tengah-tengah
situasi di atas, dipaslikan akan gagal, meskipun secara normatif dapat disebut sebagai
kebijakan yang baik.

Situasi berbeda dengan masalah vang akan dipecahkan oleh suatu kebijakan. Apabila
kebijjakan dianalogikan dengan resep, masalah dapat disamakan dengan sumber
penvakit. Oleh karena itu yang dihadapi oleh para pembual kebijakan berikutnya
adalah bagaimana menemukan “sumber penyakit” melalui suatu diagnosa vang, tepal.
Misalnya, dalam suatu analogi, dokter yang baik bukanlah ahli membuat resep,
melainkan ahli melakukan diagnosa untuk menemukan sumber penyakit sehingga
resep vang, dibuatnya tepat. Oleh karenanya lidak keliru sekiranya ada banyak
relerensi yang, mengatakan bahwa sumber kesalahan kebijakan lebih disebabkan oleh
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4.6.

salahy dalam menentukan masalah, atau menjawab pertanvaan yang, keliru, dan bukan
salah dalam menentukan kebijakan setelah masalahnva ditetapkan®.

Dalam  kailan ini, penjabaran Undang-Undang, dan/atau Peraturan Pemerintah
sckedar melengkapi peraturan dapal menjadi pertanvaan besar, ketika tambahan
peraturan-peraturan yang lebih rinci tidak dikaitkan dengan masalah-masalah yang,
akan dipecahkan oleh adanya peraturan-peraturan lersebul. Yang dapat terjadi,
dengan kondisi demikian adalah, semakin banvak peraturan hanva semakin banyak
beban adminstrasi, tetapi tidak berkait dengan pemecahan masalah nyata di lapangan.
Berdasarkan kerangka pendekalan dialas, maka kebijakan untuk memecahkan suatu
masalah berada diantara situasi, norma/perilaku dan kinerja yang akan dicapai.
Kerangka pendekatlan inilah yang kemudian lerkenal disebul sebagai pendekatan
SSBPatau Siluwation (situasi) - Structure/policy - Behavior/norma - Perfornuince
(kinerja).

Kerangka dan l.andasan Kebijakan Pengelolaan utan

4.7.

+1.8.

Berdasarkan telaah peraturan-perundangan vang ada, nampak bahwa belum terdapat
kejelasan kerangka dan landasan kebijakan pengelolaan hutan ke depan, lerutama
dikaitkan dengan situasi yang melilil kebijakan pengelolaan hutan saal ini.
Sebagaimana dijelaskan di muka, tiga faklor pembentuk situasi, yailu hutan yang, open
aceess, norma pelaku, dan situasi pemerintahan menjadi pertimbangan ulama dalam
menelapkan kerangka landasan kebijakan pengelolaan hulan. Apabila ketiga faklor
tersebul dipertimbangkan dalam perumusan kerangka umum kebijakan pengelolaan
hulan, maka arah kebijakan yang diberlakukan semeslinya mengandung dua hal
secara simullan. Pertama, menguatkan dan/atau mengganti pemegang ijin (IUPHHK).
Untuk itu bagi IUPHHK yang berpolensi dapal mencapai pengelolaan hulan secara
lestari perlu insentif bagi peningkalan produktivitas hutan alam serla peningkatan
kepastian kawasan. Sedangkan bagi Pemda perlu ada insentif langsung, alau inconwe
langsung, dari pengelolaan hulan produksi. Kedua, menjalankan kebijakan dengan
kontrol jangka panjang (5 lahunan) dengan melakukan inventlarisasi legakan
menveluruh secara berkala, serta menerapkan kriteria dan indikator lima tahunan
sebagai pelaksanaan jaminan kinerja (performance bond) (Gambar 7). Pada lahap ini
peran Pemda dalam melakukan kontrol langsung terhadap TUPHHK - yang, selama ini
menyebabkan ekonomi biaya linggi - dapal ditiadakan.

Alasan dikemukakannya dua kelompok kebijakan serla cara menjalankan kebijakan di
alas adalah sebagai berikul:

I Kebijakan harus mempunvai kredibililas. Kredibilitas lersebut dapal ke arah luar,
vaitu kearah pemegaug IUPHFK sebagai subvek vang diatur, serta ke arah dalam,
vailu rangkaian birokrasi dari pusal sampai ke daeral sebagai regulator. Kebijakan
harus tegas dalam mendukung maupun menghukum, baik ke luar maupun ke
dalam. Cara memberikan dukungan atau hukuman disamping berpedoman pada
peraturan (catatan: peraturan saat ini perlu diperbaiki) juga dilaksanakan dengan
melakukan komunikasi, baik secara tertutup maupun terbuka, untuk menjaga
kredibilitas kebijakan serta mendapat dukungan dari pihak-pihak vang selama ini
diam (stlent muass);

" Baca antara lain William Dunn. 1994 Introduction to Public Policy. John & William Sons. New York.
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KARAKTER ARAH INSTRUMEN
SITUASI KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN
o 1. insentif peningkatan
Hutan de facto KCha“"t"a‘t'?[‘ dallam produktivitas hutan
open access > mencabut ijin atau . —, 2. Income langsung bagi
hak kelola Pemda
Menguatkan dan/ 3. Peningkatan kepastian
atau Mengganti kawasan
Pemegang ljin i
Pertimbangan aspek gang ;52?2::”"’:0?:;:::0“’ hutan
" - (] Y.
Norma Pelaku kelayakan flnans_lal,
budget constrain,
dan sosial
1. Inventarisasi tegakan
o menyeluruh berkala (ITMB)
Meminimumkan Kontral jangka 2. Kriteria & indikator kinerja
. . rantai birckrasi dan . lima tahunan
Situasi engawasan panjang,
Pemerintahan — peng — akuntabilitas 3. Performance bond
{outcome base bagi publik 4. Penilaian olch Pihak Ketiga
policy}
c Note: Kotak instrumen kebijakan dapat dikembangkan sesuai kondisi spesifik witayah

Gambar 7. Arah dan Instrumen Kebijakan Penyelolaan Hulan Produksi dengan
& 5

Memperhatikan Situasi yang Dibadapi Saat ini

Dalam situasi saal ini kebijakan yang sifatnva memerintah alau mengkomando dan
kemudian mengawasi pelaksanaannya (connmand aml control policy) lidak akan
elektif.  Oleh  karera itu arah perjalanan  [UPHHK diserahkan  kepada
pemegangnva, pilihan diberikan kepada mereka. Untuk itu kebijakan cukup
memberikan syaral-syaral maupun ikalan-ikatan vang menjadi koridor kemana
perjalanan ITUPHTK seharusnya ditempuh. Evaluasi 5 tahunan dapat diterapkan
untuk hal ini, vang disertai dengan pelaksanaan invenlarisasi, kriteria dan
indikator penilaian, penyelesaian ketidak-pastian kawasan, serla perforimance bond.

Agar “kemandirian yang berlanggungjawab” yang diluntul kepada pata
pemegang TUPHHK dapat diwygjudkan, maka dalam pengelolaan hulan produksi
pemerintah (daerah) tidak perlu terfalu mencampuri urusan swasta (prioule). Hal
ini dapal dilempuh dengan melakukan inovasi terhadap bentuk SK Menteri
sebagai bentuk kontrak antara pemerintah dan pemegang [UPHIK menjadi
bentuk lainnya (setara HGU) untuk memastikan ketegasan hak (property rights) dan
batas yurisdiksi diantara keduanya;

Kesamaan visi anlara jajaran pemerintahan menjadi syaral khusus alau menjadi
kondisi pemungkin (enabling conditions) dan menentukan keberhasilan berjalannya
kebijakan di atas. Penyediaan kondisi pemungkin tni sangat tergantung, leadership
vang, dapal melakukan komunikasi dan penyelesaian masalah-masalah birokrasi
dan hubungan pemerintahan, serta melakukan komunikasi dengan pemegany,
TUPHHK dan masyarakal luas.

Implikasi dari disepakalinya arah kebijakan pengelolaan hutan di atas adalah
diperbaikinya segenap peraturan vang selama ini di berlakukan. Dalam hal ini, yang,
perlu ditekankan adalah, perbaikan peraturan yang lidak berjalan selama ini tidak
mungkin dapat dilakukan, apabila kerangka kebijakan pengelolaan hutan produksi
(Gambar 7) tidak dirumuskan terlebih dahulu.
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Masalah Kebijakan Saat Ini

1.9.

Kartodihardjo, dkk (2004) telah melakukan analisis kebijakan 8 bidang vang berkaitan

dengan pengelolaan dan usaha kehulanan, vaitu bidang, keuangan, perijinan, insentif

hutan tanaman, industri dan tata niaga, penilaian kinerja, sangsi, kawasan hutan, serta
kerangka umum pengelolaan hutan. Dari hasil telaah ke 8 bidang tersebut dapat
ditunjukkan mengapa kebijakan pengelolaan hutan produksi tidak berjalan, vaitu:

e Kebijakan vang baik - normatif, tidak Dberjalan akibat di salu pihak Llidak
dipertimbangkannya situasiv, di pihak lain tidak didukung oleh lata-kerja birokrasi
vang, elektil dan efisien. Dalam hal ini, kembali kepada ulasan sebelumnya, karena
pemerintah tidak mempunyai kerangka umum (framework) vang, jelas.

e Penyusunan peraturan hanya bertumpu pada isi peraturan diatasnya serla reaktif
terhadap kasus-kasus yang terjadi, sebaliknva tidak meninjau akar masalah yang,
akan dipecahkan dan melakukan inovasi kebijakan yang sejalan peraturan di
atasnyva. Hal ini menyebabkan di salu bidang tertenly peraturan cepat berubah
(misal bidang, perijinan), di bidang lain peraturan tidak berubah (misal bidang
kawasan hutlan) meskipun peraturan tersebut tidak berjalan.

e Perumusan kebijakan dianggap selesai manakala telah disusun peraturan yang
isinva sudah searah dengan tujuan. Misalnva kebijakan umum tenlang penelapan
jatah produksi kavu secara nasional (sofl lnnding). Padahal berjalannva kebijakan
tersebul sangatl lergantung siluasi tata pemerintahan apakah mendukung atau
tidak, serta norma pelaku yang lerkena

SEPAKAT TDK SEPAKAT

peraturan tersebutl. Ilal yang terakhir ini

. . . ; TUJUAN TUJUAN
tidak dipertimbangkan dalam  perumusan : — —
kebijakan. Pendekatan

e Para penvusun kebijakan terperangkap | SEPAKAT| rasional-
. . . CARA|[ manajemen
dalam bias kepentingan, sehingga senantasa . hutan
menambah urusan yang, harus ditanganinya. 5% Negosiasi
b, 2 - - Tujuan dan
Banyaknva urusan ini telah terbukti Cara
mempunyai implikasi terbentuknya relasi TIDAK .

) 7 / SEPAKAT Policy Input
birokrat-pengusaha sccara personal vang, CAR| Trial & Error
mendatangkan moral hazard dalam bentuk

15% 80%

kolusi. Yang, menjadi korban kemudian

Gambar 8. Klasifikasi Hubungan Pemerintah,

adalah nama serta kredibilitas pemerintah di
Pemda, Pengusaha, dan Masyarakat

mala masyarakat.

4.10. Apabila dipetakan secara nasional, hubungan Pemerintah, Pemda, pengusaha, dan

masvarakat dapal mengikuli skema pada Gambar 8. Hubungan keempal pihak vang
diangpap sentral dalam upaya pengendalian produksi tersebut dapat mengikuli
kombinasi antara setuju dan tidak setuju terhadap tujuan pengelolaan hutan produksi,
serla setuju dan tidak setuju terhadap cara vang akan ditempuh. Maka dapal
diklasifikasikan menjadi tiga kelompok™, vangmana seliap kelompok memerlukan
kebijakan  vang  berbeda-beda  untuk menvelesaikan masalah-masalah hubungan
pemerintahan yang ada. Kelompok pihak-pthak yang sepakat (ujuan, dalam situasi

O . et - .

Pengertian “situasi™ seperti dalam catatan kaki no. 4.
Dalam hal ini dianggap tidak dimungkinkan adanya kelompok vang tidak setuju terhadap tujuan tetapi setuju
terhadap cara yang akan ditempuh dalam pengelolaan hutan produksi.
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4.11.

saat ini, masih sangat lerbatas, diperkirakan sekilar 20%?%. Dari kelompok ini vang, lelah
se-pakal baik tujuan maupun cara bagaimana hutan produksi dikelola dan
dikendalikan produksinya, hanya 5%. Terhadap kelompok vang terakhir ini, upava
yang, dilakukan relatif paling mudah, yaitu dengan menjalankan ketentuan-ketentuan
manajemen hutan. Yang, perlu dilakukan pemerintah adalah memperkuat kondisi
vang lelah ada dan menjalankan kebijakan bagi usaha kehulanan vang sifalnva
memberi insenlil bagi unit manajemen, sehingga produksi dapat dikendalikan dan
produktivilas hu-tan alam dapat ditingkatkan. Sedangkan kelompok yang sepakat
tujian namun lidak sepakal cara vang perlu ditempuh adalah dengan melakukan
komunikasi untuk mendepat input bagi kemungkinan alternatil kebijakan pengelolaan
hutan produksi di wilayah ini.

Pendekalan kebijakan di alas didasarkan pada suatu kenvatlaan bahwa kebijakan yang,
bersifal instruksional terbukti tidak berjalan. Aspek legalitas menjadi kehilangan dava
kemanfaatan, bahkan mungkin daya keadilannva; meskipun di lapangan juga sangal
banyak terjadi pelanggaran terhadap kebijakan nasional yang dilakukan bukan untuk
kepentingan dacrah alau kepentingan orang, banyak, namun lebih sebagai usaha untuk
memperjuangkan kepentingan individu dan/atau kelompok (vent secking behavior)®.
Banyaknya pelanggaran untuk kepentingan individu/kelompok tersebut berbalik
mengeliminasi  argumen kemanfaatan dan keadilan sebagai alasan melakukan
pelanggaran. Sebab argumen seperti itu lidak selavaknya dimanfaatkan untuk
kepentingan individu/kelompok.

4.12. Kenyataan-kenyataan di alas menunjukkan bahwa upaya pengendalian produksi kayu

bulal, yang secara leknis dapal dilakukan dengan pendekatan-pendekatan rasional
menggunakan instrumen manajemen hutan hanva akan efeklif di wilavah vang
sempit. Dan untuk memperluas wilayah itu vang diperlukan adalali pendekatan-
pendekatan institusional khususnya hubungan pemerintahan  vang lebih Tuas.
Bagaimana pendekalan yang terakhir ini dapal berjalan akan sangal lergantung, di satu
pihak, hubungan-hubungan antar sektor, dan di pihak lain sangat lergantung leadership
setiap lembaga vang terkait dengan soal-soal pengelolaan hutan produksi, baik di
pusal maupun di daerah.

5. CATATAN AKIHIR

5.1

Fenomena pengelolaan hutan saat ini sejalan dengan apa vang, telah digambarkan oleh
Garrel Hardin tiga puluh lima tahun yang, lalu vaitu sebagai fenomena {ragedy of the
contion. Setiap pihak cenderung memaksimalkan keinginannya untuk memanfaatkan
sumberdaya milik umum, sehingga kawasan hulan yang berstalus dikuasai negara
seperlti barang  lanpa pemilik. Pada saat memenuhi keinginan tersebut, lidak
seorangpun rugi, tetapi perilaku yang demikian itu sebenarnva sebuah tragedi vany,
menghancurkan siapa saja di kemudian hari (coidl ruin o all).

N b . . . . . . . . .
Pertimbangan situasi lapangan dan hasil diskusi dengan salah saw pegawai di Departemen Kehutanan.
i . - . . -
Menurut Ross. ren seching mempunyai dua pengertian. vaitu: pertama. pengusaha vang mencari rente yang ada

karena kebijakan pemerintah dengan melakukan penyuapan kepada politisi atau birokrat: dan kedua. politisi atau
birokrat vang mencari rente vang telah dimiliki oleh swasta dengan mengancam pengusaha dengan regulasi yang
mahal. Lihat: Michael L. Ross. 2001. Timber Booms and tnstitutional Breakdown in Southeast Asia. Cambridec:
Cambridge University Press. Hal. 4.
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5.2.

.U‘I
—

Dengan fenomena (ersebul, salah salu kepastian jalan yvang semeslinya ditempuh
bukanlah jalan sederhana, sebalas urusan penclapan produksi maupun berbagai
benluk instrumen manajemen hutan lainnva. Melainkan, sebuah jalan yang
memungkinkan kembali tersusunnya hak-hak dasar atas sumberdaya hutan, baik bag,i
pemerintah, pemerintah daerah, masvarakal vang tinggal di dalam dan di sekitlar
hutan, maupun bagi pengusaha. Hak-hak dasar lersebul secara fundamental dapat
membangkitkan insentif dalam bentuk rasa memiliki, dan bersama dengan sistem
insentif lainnya, lerutama ekonomi, rasa memiliki tersebut dapat ditingkatkan menjadi
melindungi dan meningkatkan asset hutan.

Semakin taktis dan somple jalan yang ditempuh, dan semakin pendek {ime horizon vang,
digunakan oleh para pembual kebijakan pengelolaan hutan, semakin cepat hulan akan
rusak. Karena bentuk kebijakan apapun, vang tidak menyentuh perbaikan hak-hak
dasar atas sumberdaya hulan tidak akan mempunyai pengaruh signilikan terhadap
upava pengendalian produksi kavu dari kawasan hutan negara. Meskipun kebijakan
soft landing justru meningkatkan kerusakan hutan, serta menurunkan pendapatan
negara dari sumberdaya hutan. Hal ini disebabkan oleh: 1/. Jumlah produksi yang
ditetapkan tidak didasarkan atas hasil invenlarisasi yang benar dari setiap unit
manajemen, 2/. Penurunan produksi dengan investasi vang telap akan memicu
produksi gelap, untuk menutupi tingginya biaya tetap, 3/. Perilaku rent seizing'yang,
dilakukan oknum birokrat meningkatkan daya jual kayu-kavu yang semestinya belum
saatnya dilebang berdasarkan rute etal tebangan yang semestinya, 4/. Periode
dijalankannya kebijakan soft landing lidak disertai periode meningkatnva harga kavu,
schingga soft landing tidak menurunkan pasokan kavu, baik dalam skala wilayah
maupun skala nasional, 5/. Jatah tebangan vang, diajukan dalam RKT berada dibawah
jatah produksi akan mengurangi pendapatan negara dari pungutan kayu.

Ienomena di atas juga menunjukkan, jika tidak menjalankan kebijakan untuk
memperbaiki hak-hak dosar, sikap yang lebih bijaksana adalah, diam. Sebab, arahan
legalitas sebenar apapun yang silalnya salu arah, dan tidak menyangkul hak-hak
dasar, tidak akan dilanggapi pihak lain. Situasi demikian sejatinya sudah melampaui
urusan hukum. Kejadian seperti itu sudah berupa kerusakan institusi sebagai modal
sosial, dimana pihak yang satu tidak pernah percava kepada pihak lainnya, dan
sebaliknya; dan ketidak-percayaannya itu lerbukti tidak mendatangkan resiko berat
vang harus dilanggungnya.

Terakhir dalam calalan akhir ini kembali dilegaskan bahwa keberhasilan pengendalian
kerusakan hutan produksi sangat tergantung, pada kelembagaan dan Jeadership yang,
akan menjalankan bagaimana tata pemerintahan pengelolaan hutan dapat diperbaiki.
Jangkauan masalah kebijakan yang sangal luas tersebut barangkali akan menjadi
tantangan baru bagi profesi kehutanan baik yvang ada di pemerintahan, dunia usaha,
akademisi maupun lembaga non pemerintah.

000

o .- R - .
Rent seizing adalah konsep vang diperkenalkan oleh Ross untuk menjelaskan upaya-upaya vang dilakukan olch

birokrat untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente. Lihat: Ross (2002) Op.cir: 3.
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